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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki level pemerintahan dari 

yang terkecil yaitu desa hingga terbesar yaitu negara. Sejak diberlakukannya 

otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi pada tahun 2000, setiap 

daerah otonom diberikan wewenang untuk mengelola pemerintahannya secara 

mandiri termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, sehingga tumbul kebijakan 

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal tersebut diterapkan dengan menyusun 

anggaran pendapatan dan belanja pada level masing-masing yang komponennya 

terdiri dari pendapatan, pengeluaran atau belanja, dan pembiayaan. Bagi daerah 

yang pendapatannya tidak mampu membiayai seluruh belanjanya, maka akan 

dibantu dengan dana transfer dari pemerintah pusat melalui beberapa skema 

(Hirawan, 2006). 

Menurut Rondinelli et al (1983) dan Syafrudin (2006), desentralisasi 

fiskal merupakan strategi jitu dalam memeratakan pembangunan di suatu negara, 

terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Proses pembangunan 

membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga sangat tidak efektif jika 

mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Kapasitas fiskal yang terbatas serta 

jumlah penduduk yang sangat banyak, akan menjadi beban jika pendanaan 

pembangunan dilimpahkan seluruhnya kepada pemerintah pusat. Di sisi lain, 

negara berkembang umumnya memiliki kemajemukan baik secara geografi, 
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ekonomi, sosial, maupun budaya, sehingga pembangunan harus dilaksanakan 

secara mandiri oleh daerah termasuk dalam hal pembiayaannya. Dengan 

demikian, pemerintah daerah harus memaksimalkan semua potensi ekonomi yang 

dimiliki agar pembangunan dapat dilakukan secara mandiri dan merata. 

Semua daerah di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengelola 

keuangannya secara mandiri, termasuk provinsi Jawa Timur. Sama halnya dengan 

pemerintah pusat, pemerintah daerah juga harus menyusun anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD) agar penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan 

terstruktur dengan jelas. Penyusunan APBD diawali dengan penganggaran yang 

kemudian direalisasikan berdasarkan tahun dari APBD tersebut. Dalam proses 

realisasi APBD, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan APBD tersebut tepat 

sasaran atau tidak. Jika pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah disebut 

surplus APBD dan jika pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah disebut 

defisit APBD (Haryanto dan Astusi, 2009). Realisasi pendapatan dan belanja 

daerah provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2011-2020 diperlihatkan pada 

Tabel 1-1. 

Berdasarkan Tabel 1-1 terlihat selama periode 2011-2020 APBD provinsi 

Jawa Timur lebih banyak mengalami surplus daripada defisit, yang berarti dalam 

jangka waktu tertentu pemerintah daerah provinsi Jawa Timur berhasil membiayai 

seluruh belanjanya menggunakan pendapatan yang diterima. Meskipun APBD-

nya surplus, namun hal tersebut tidak sustainable dan rentan menurun jika terjadi 

guncangan ekonomi. Sebagai contoh, di tengah ketidakpastian perekonomian dan 

meningkatnya ketegangan geopolitik dunia, APBD provinsi Jawa Timur yang 
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semula surplus sebesar 4,00 persen atau 1.277.094 juta rupiah pada tahun 2019, 

tiba-tiba defisit sebesar 1,53 persen atau 511.900 juta rupiah pada tahun 2020. Hal 

tersebut diperparah dengan pandemi COVID-19 yang menyebabkan kegiatan 

ekonomi lumpuh total sehingga defisit APBD provinsi Jawa Timur kian 

membengkak hingga mencapai 2,07 persen atau 655.733 juta rupiah. 

Tabel 1–1 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020 

 

Tahun 
Pendapatan daerah 

(juta rupiah) 

Belanja daerah 

(juta rupiah) 

Surplus/defisit 

(persen) 

2011 11.493.376 11.685.921 -1,68 

2012 15.401.494 15.161.977 1,56 

2013 17.411.309 16.738.657 3,86 

2014 20.772.484 20.006.319 3,69 

2015 22.228.450 22.946.308 -3,23 

2016 24.962.122 23.859.954 4,42 

2017 29.864.031 28.878.135 3,30 

2018 31.939.187 30.662.093 4,00 

2019 33.455.209 33.967.110 -1,53 

2020 31.631.025 32.286.758 -2,07 

 Sumber: DJPK Kemenkeu RI, diolah (berbagai terbitan) 

Jika dilihat dari sisi pendapatan daerah pada Tabel 1-1, pertumbuhannya 

cenderung fluktuatif dan tidak konsisten, di mana bisa tumbuh sangat tinggi 

seperti pada tahun 2012 yaitu sebesar 34 persen, dan bisa juga sangat rendah 

seperti yang terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -5,45 persen. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor tergantung dari sumber pendapatan daeranya 

yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain yang sah. 

Pendapatan asli daerah umumnya merupakan kontributor tertinggi pada 

pendapatan daerah, karena sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal, daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengelola 
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keuangannya. Di provinsi Jawa Timur, rincian pendapatan daerah untuk masing-

masing sumber dari tahun 2011 hingga 2020 ditampilkan pada Tabel 1-2. 

Tabel 1–2 

Rincian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020 

 

Tahun 
PAD Daper Lain-lain 

Nilai Kontribusi Nilai Kontribusi Nilai Kontribusi 

2011 8.899 77,42 2.566 22,32 29 0,25 

2012 9.584 62,23 3.069 19,93 2.748 17,84 

2013 11.579 66,50 2.774 15,93 3.058 17,56 

2014 14.442 69,53 3.485 16,78 2.845 13,70 

2015 15.403 69,29 3.116 14,02 3.710 16,69 

2016 15.818 63,37 9.039 36,21 105 0,42 

2017 17.324 58,01 12.494 41,84 46 0,15 

2018 18.531 58,02 13.296 41,63 112 0,35 

2019 19.327 57,77 13.942 41,67 186 0,56 

2020 17.951 56,75 13.480 42,62 200 0,63 

Sumber: DJPK Kemenkeu RI, diolah (berbagai terbitan) 

Keterangan: PAD (pendapatan asli daerah); Daper (dana perimbangan atau 

transfer dari pemerintah pusat); Lain-lain (lain-lain pendapatan daerah yang 

sah); Nilai dengan satuan miliar rupiah; Kontribusi dengan satuan persen 

 

Tabel 1-2 memperlihatkan pendapatan asli daerah merupakan kontributor 

terbesar pendapatan daerah provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2011-2020, 

di mana rata-rata konstribusinya di atas 50 persen per tahun. Kontributor terbesar 

kedua adalah dana perimbangan, di mana kontribusinya per tahun rata-rata sebesar 

28,93 persen, dan kontributor terkecil adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah 

dengan rata-rata kontribusi di bawah 10 persen per tahun. Meskipun pendapatan 

asli daerah merupakan kontributor terbesar, namun kontribusinya terus menurun 

seiring bertambahnya tahun, dan sebaliknya dana perimbangan kontribusinya kian 

meningkat seiring bertambahnya tahun. Hal tersebut menandakan kemampun 

provinsi Jawa Timur dalam mengumpulkan pajak dan retribusi (keduanya 
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merupakan sumber pendapatan asli daerah) semakin menurun, sehingga 

meningkatkan ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. 

Kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan juga dapat diukur 

dengan rasio efektifitas, di mana nilainya didapat dengan membandingkan 

realisasi pendapatan asli daerah dengan rencana penerimaan atau anggarannya. 

Daerah dikatakan efektif dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah jika rasio 

efektivitasnya lebih dari 100 persen (Harahap dan Nasution, 2019). 

Perkembangan rasio efektivitas dan pertumbuhan realisasi pendapatan asli daerah 

di provinsi Jawa Timur selama kurun waktu 2011-2020 diperlihatkan pada 

Gambar 1-1.  

Gambar 1–1 

Rasio Efektivitas dan Pertumbuhan Realisasi PAD Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2011-2020 (persen) 

 

 
Sumber: DJPK Kemenkeu RI, diolah (berbagai terbitan)  

Bila dilihat pada rasio efektivitasnya pada Gambar 1-1, pemerintah 

daerah provinsi Jawa Timur termasuk efektif dalam mengumpulkan pendapatan 

asli daerah karena nilainya selalu lebih dari 100 persen, hanya di tahun 2020 yang 
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nilainya di bawah 100 persen, itupun karena pandemi COVID-19. Namun, grafik 

rasio efektifitas menunjukkan fluktuasi dan jika dibandingkan dengan 

pertumbuhan realisasinya, keduanya cenderung menurun dengan semakin 

bertambahnya tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun efektif 

dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah, keefektifan tersebut tidak stabil dan 

cenderung menurun dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2011-2020. 

Beberapa faktor ekonomi tentu memengaruhi sedikit banyaknya pendapatan asli 

daerah yang diterima oleh provinsi Jawa Timur, faktor tersebut dapat berasal dari 

internal maupun eksternal. 

Beberapa penelitian menunjukkan adanya pengaruh sektor pariwisata 

terhadap pendapatan asli daerah, diantaranya Chairunisalda (2020), Mardianis dan 

Syartika (2018), serta Aprilianto (2016). Pada zaman modern seperti saat ini, 

sektor pariwisata merupakan primadona ekonomi di beberapa negara karena 

memiliki multiplier effect yang cukup besar, termasuk dalam menghasilkan pajak 

dan retri-busi dari hotel dan restoran. Kedua objek tersebut merupakan indikator 

naiknya aktivitas ekonomi di sektor pariwisata karena setiap orang yang berwisata 

umumnya membutuhkan penginapan dan tempat makan. Hal tersebut tentunya 

menjadi peluang bagi provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah karena secara geografi memiliki banyak kawasan pariwisata seperti 

selingkar Ijen, Bromo-Tengger-Semeru, serta selingkar Wilis dan lintas selatan. 

Perkembangan PDRB sektor hotel dan restoran di provinsi Jawa Timur selama 

kurun waktu 2011 hingga 2020 diperlihatkan pada Tabel 1-3. 



7 

 

Jika dilihat dari Tabel 1-3, PDRB sektor perhotelan dan restoran terus 

meningkat dari tahun 2011 hingga 2019, walaupun secara pertumbuhan terlihat 

berfluktuasi namun cukup stabil yaitu di atas 5,5 persen per tahun. Bukti bahwa 

sektor pariwisata merupakan primadona ekonomi baru di provinsi Jawa Timur 

adalah naiknya kontribusi PDRB sektor hotel dan restoran terhadap total PDRB, 

di mana per tahun rata-rata berkontribusi sebesar 5,14 persen. Bila dibandingkan 

dengan sektor pertanian dan manufaktur, nilai tersebut tentu masih sangat kecil 

karena usia pembangunannya cukup baru bahkan legalitas pembangunannya baru 

disahkan pada 25 Nopember 2019 (lihat peraturan presiden republik Indonesia no. 

80 tahun 2019). 

Tabel 1–3 

PDRB Sektor Hotel dan Restoran di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020 

 

Tahun 
PDRB 

(miliar rupiah) 

Pertumbuhan 

(y-o-y) (persen) 

Kontribusi 

(persen) 

2011 51.667 9,70 4,90 

2012 54.601 5,68 4,86 

2013 57.685 5,65 4,84 

2014 62.808 8,88 4,97 

2015 67.657 7,72 5,08 

2016 73.398 8,49 5,22 

2017 79.202 7,91 5,34 

2018 85.238 7,62 5,45 

2019 91.659 7,53 5,55 

2020 83.549 -8,85 5,18 

  Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, diolah (berbagai terbitan) 

Pandemi COVID-19 menyebabkan kegiatan pariwisata di provinsi Jawa 

Timur dibatasi bahkan ditutup secara total yang berimbas pada penurunan PDRB, 

pertumbuhan, dan kontribusi sektor tersebut. Jumlah tamu hotel di provinsi Jawa 

Timur turun secara drastis dari 16.948 ribu jiwa pada tahun 2019 menjadi 1.687 

ribu jiwa pada tahun 2020, atau tumbuh sebesar -90,05 persen. Tingkat hunian 
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hotel juga menurun secara drastis dari 88,15 persen pada tahun 2019 menjadi 

56,18 persen pada tahun 2020. Jumlah wisatawan mancanegara yang masuk 

melalui bandara internasional Juanda Surabaya juga menurun drastis dari 243.899 

jiwa pada tahun 2019 menjadi 35.035 jiwa pada tahun 2020 (BPS Jatim, 2021). 

Hal tersebut tentu berdampak pada berkurangnya multiplier effect sektor 

pariwisata, termasuk pada penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah 

provinsi Jawa Timur. 

Selain dipengaruhi oleh output sektor pariwisata, pendapatan asli daerah 

juga dipengaruhi oleh penanaman modal baik yang berasal dari dalam maupun 

luar negeri (Lubis dan Fitriani, 2018; Ifrizal et al, 2014, dan Pamungkas, 2013). 

Penanaman modal merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi suatu daerah, 

di mana ia akan menciptakan output dan kesempatan kerja bagi penduduk 

setempat. Penanaman modal yang dilakukan baik dalam bentuk pendirian 

perusahaan baru maupun penambahan inventori akan menyebabkan objek pajak 

dan retribusi juga bertambah, sehingga akan meningkatkan pendapatan asli 

daerah. Data penanaman modal di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020 

ditampilkan pada Gambar 1-2. 

Berdasarkan Gambar 1-2 terlihat nilai penanaman modal terus meningkat 

dari tahun 2011 hingga 2019, namun secara pertumbuhan cenderung fluktuatif 

bahkan menurun dari tahun 2014 hingga 2019. Pada tahun 2020 baik nilai 

maupun pertumbuhan, keduanya sama-sama turun pada angka 441.195 miliar 

rupiah dan -6.46 persen. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 membuat 

semua sektor ekonomi di provinsi Jawa Timur lumpuh total, terutama industri 
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manufaktur dan jasa karena keduanya merupakan tujuan investasi terbesar di 

provinsi Jawa Timur. Penurunan investasi ini tentu mengakibatkan indikator 

ekonomi yang lain menjadi menurun seperti pertumbuhan ekonomi, penyerapan 

tenaga kerja, serta penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

Gambar 1–2 

Penanaman Modal di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020 

 

 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (berbagai terbitan) 
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dan penganggur di provinsi Jawa Timur selama periode 2011-2020 ditampilkan 

pada Tabel 1-4. 

Tabel 1–4 

Jumlah Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2020 (jiwa) 

 

Tahun Pekerja Penganggur Angkatan Kerja 

2011 18.940.340 821.546 19.761.886 

2012 19.081.995 819.563 19.901.558 

2013 19.266.457 871.338 20.137.795 

2014 19.306.508 843.490 20.149.998 

2015 19.367.777 906.904 20.274.681 

2016 19.114.563 839.283 19.953.846 

2017 20.099.220 838.496 20.937.716 

2018 20.449.949 850.474 21.300.423 

2019 20.655.632 843.754 21.499.386 

2020 20.962.967 1.301.145 22.264.112 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (berbagai terbitan) 

Berdasarkan Tabel 1-4 terlihat jumlah pekerja terus meningkat dari tahun 

2011 hingga 2020, namun jumlah pengangguran cenderung berfluktuasi bahkan 

ketika terjadi peningkatan, jumlahnya cukup besar seperti pada tahun 2015 yaitu 

sebesar 63.414 jiwa dan tahun 2020 sebesar 457.391 jiwa. Banyaknya jumlah 

pekerja tentu mencerminkan semakin banyak penduduk yang berpendapatan, dan 

banyaknya jumlah pengangguran menandakan semakin banyak penduduk yang 

rentan masuk ke jurang kemiskinan. Implikasinya, semakin banyak pekerja di 

provinsi Jawa Timur maka semakin besar penerimaan pajak dan retribusi daerah, 

dan sebaliknya semakin banyak penganggur maka semakin rendah penerimaan 

pajak dan retribusi. Namun jika dibandingkan antara jumlah pekerja dan 

penganggur, jumlah pekerja jauh lebih banyak dibandingkan penganggur. Sebagai 

contoh, pada tahun 2019 jumlah pekerja sebanyak 20.655.632 jiwa dan 

penganggur sebanyak 843.754 jiwa, yang berarti 1 : 24. Artinya, apabila di suatu 
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wilayah terdapat satu orang penduduk yang menganggur maka terdapat 24 

penduduk yang bekerja. Hal tersebut tentu sangat cukup untuk meningkatkan 

pendapatan asli daerah. 

Prasetyo et al (2022), Priyono dan Handayani (2021), serta Kinanthi dan 

Hakim (2018) juga menemukan adanya pengaruh inflasi terhadap pendapatan asli 

daerah. Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara 

umum dan terus-menerus, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat menjadi 

menurun. Inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) 

bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Pengalaman empiris 

menunjukkan bahwa inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan keputusan 

masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada 

akhirnya akan menurunkan pendapatan asli daerah. Perkembangan inflasi di 

delapan daerah inti di provinsi Jawa Timur tahun 2011-2020 diperlihatkan pada 

Tabel 1-5. 

Tabel 1–5 

Inflasi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2016-2020 (persen) 

 

Daerah Inti 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kabupaten Jember 1,93 3,52 2,95 2,04 2,08 

Kabupaten Banyuwangi 1,91 3,17 2,04 2,32 1,74 

Kabupaten Sumenep 2,19 3,40 2,82 2,04 2,37 

Kota Kediri 1,30 3,44 1,97 1,83 1,93 

Kota Malang 2,62 3,75 2,98 1,93 1,42 

Kota Probolinggo 1,53 3,18 2,18 1,99 1,88 

Kota Madiun 2,25 4,78 2,71 2,20 1,86 

Kota Surabaya 3,22 4,37 3,03 2,21 1,33 

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (berbagai terbitan) 

Tabel 1-5 memperlihatkan kota Surabaya menjadi daerah dengan inflasi 

tertinggi selama tiga tahun berturut-turut dari 2016 hingga 2018. Sementara kota 
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Kediri menjadi daerah dengan inflasi terendah dari tahun 2016 hingga 2018. Hal 

ini disebabkan karena kota Surabaya merupakan ibukota provinsi Jawa Timur 

serta letaknya sangat strategis dalam menghubungkan Indonesia bagian barat dan 

timur, sehingga aktivitas ekonomi di kota Surabaya sangat besar bahkan 

menjadikannya kota terbesar kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta. Walaupun 

inflasi di kota Surabaya merupakan yang tertinggi di provinsi Jawa Timur, namun 

semuanya masih berada pada level aman atau rendah, sehingga tidak terlalu 

menggang-gu aktivitas ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan suatu 

daerah dapat dilakukan secara maksimal apabila pemerintah daerah memperoleh 

pendapatan asli daerah yang maksimal. Pendapatan asli daerah yang maksimal 

hanya dapat diperoleh apabila pemerintah daerah mampu menggali semua potensi 

ekonomi yang ada seperti pajak dan retribusi. Hal ini menjadi dasar bagi penulis 

untuk melakukan analisis lebih lanjut mengenai pengaruh output sektor 

pariwisata, penanaman modal, tenaga kerja, dan inflasi terhadap realisasi 

pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Timur selama periode 2016-2020. 

B. Rumusan Masalah 

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal telah diterapkan di 

Indonesia lebih dari dua dasawarsa, namun masalah pengelolaan keuangan daerah 

masih saja terjadi termasuk di provinsi Jawa Timur. Kontribusi pendapatan asli 

daerah dari tahun ke tahun semakin kecil dan transfer dana dari pemerintah pusat 

semakin besar (lihat Tabel 1-2). Hal tesebut seharusnya menjadi “warning” bagi 

pemerintah daerah karena kemampuan daerah dalam mengumpulkan pendapatan 
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asli mulai menurun, dan jika dibiarkan terjadi terus menerus akan mengganggu 

pelaksanaan desentralisasi fiskal. Beberapa faktor ekonomi tentu berpengaruh 

terhadap sedikit banyaknya realisasi pendapatan asli daerah. 

Jawa Timur memiliki kekayaan alam yang unik dan indah seperti 

pegunungan Bromo-Tengger-Semeru, pegunungan Ijen dan sabana Baluran, serta 

pegunungan Wilis dan pesisir pantai selatan. Kawasan-kawasan tersebut tentu 

sangat potensial untuk kegiatan pariwisata, yang terbukti dari meningkatnya 

kontribusi PDRB sektor hotel dan restoran terhadap total PDRB (lihat Tabel 1-3). 

Hotel dan restoran merupakan salah satu objek pajak dan retribusi daerah, 

sehingga keberadaannya mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Sama 

halnya dengan pariwisata, sektor industri di provinsi Jawa Timur juga sangat 

potensial sehingga menarik investor untuk menanamkan modalnya. Beberapa 

produk industri unggulan dihasilkan di provinsi Jawa Timur seperti semen (PT 

Semen Gresik dan PT Holcim Tuban), pupuk (PT Petrokimia Gresik), elektronika 

(PT Maspion), rokok (PT Gudang Garam), dan sebagainya. Penanaman modal di 

industri-industri tersebut maupun industri turunannya seharusnya dapat 

meningkatkan pendapatan asli daerah karena dalam menanamkan modal pasti 

terjadi pendirian perusahaan baru maupun perubahan inventori yang dapat 

dipungut pajak dan retribusinya. 

Pekerja di provinsi Jawa Timur jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah 

penganggur, dan setiap tahun jumlahnya terus meningkat (lihat Tabel 1-4). Hal 

tersebut merupakan potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pendapatan 

asli daerah karena seorang pekerja tentu memiliki upah, dan sebagai warga negara 
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yang taat maka harus membayar pajak dan retribusi kepada pemerintah. Inflasi di 

beberapa dearah inti provinsi Jawa Timur juga tergolong stabil (lihat Tabel 1-5), 

sehingga tidak terlalu menggerus upah dari pekerja dalam memenuhi kebutuhan 

hidup minimum. Di kota-kota besar seperti Surabaya, Malang, dan Madiun 

inflasinya cukup tinggi karena wilayahnya berbasis industri dan jasa, namun 

masih dalam level aman karena di bawah sepuluh persen. Dengan demikian 

seharusnya pekerja dan perusahaan masih bisa memenuhi kebutuhan dan 

membayar pajak serta retribusi kepada pemerintah. Berdasarkan penjelasan di 

atas, maka beberapa pertanyaan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh output sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah 

di provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020? 

2. Bagaimana pengaruh penanaman modal terhadap pendapatan asli daerah di 

provinsi Jawa Timur tahun 2016-2020? 

3. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah di provinsi 

Jawa Timur tahun 2016-2020? 

4. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap pendapatan asli daerah di provinsi Jawa 

Timur tahun 2016-2020? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi pengaruh output sektor 

pariwisata, penanaman modal, tenaga kerja, dan inflasi terhadap pendapatan asli 

daerah di provinsi Jawa Timur selama periode 2016-2020. Estimasi akan 

dilakukan dengan menghitung elastisitas pendapatan asli daerah terhadap 
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masingmasing variabel independen. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini 

antara lain: 

1. sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk merumuskan 

kebijakan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, baik secara 

intensifikasi maupun ekstensifikasi; dan 

2. sebagai referensi bagi akademisi dan peneliti untuk melakukan penelitian lebih 

lanjut terkait pendapatan asli daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

D. Metode Penelitian 

D.1. Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 

data panel dengan model ekonometri sebagai berikut: 

                                         (1‒1) 

di mana: 

         =  pendapatan asli daerah (miliar rupiah) 

         =  output sektor pariwisata (miliar rupiah) 

        =  penanaman modal (miliar rupiah) 

         =  tenaga kerja (jiwa) 

         =  inflasi (persen) 

         =  konstanta atau intercept 

            =  koefisien regresi variabel independen   ,   ,   , dan    

         =  kabupaten atau kota ke i 

         =  tahun ke t 

         =  unsur kesalahan atau error term 

D.2. Data dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data panel, yaitu 

kombinasi antara data time series dan cross section. Data time series-nya meliputi 

tahun 2016 hingga 2020, sementara data cross section-nya meliputi 38 kabupaten 

dan kota di provinsi Jawa Timur. Data-data yang akan digunakan antara lain 
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pendapatan asli daerah, produk domestik regional bruto, penanaman modal, 

jumlah tenaga kerja, dan inflasi. Data-data tersebut akan diperoleh dari website 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI dan Badan Pusat 

Statistik RI. 

E. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah keuangan daerah di provinsi Jawa Timur dan 

hubungannya dengan output sektor pariwisata, penanaman modal, tenaga kerja, 

dan inflasi yang merujuk pada perkembangan data-data terbaru. Selain itu 

dijelaskan juga rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi beberapa teori terkait pendapatan asli daerah serta pengaruh output 

sektor pariwisata, penanaman modal, tenaga kerja, dan inflasi terhadap 

pendapatan asli daerah. Selain itu disebutkan juga beberapa penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi definisi operasional variabel penelitian serta data yang digunakan, 

metode pengumpulan data serta sumbernya, dan metode analisis data yaitu regresi 

data panel serta uji-uji pelengkapnya. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi variabel penelitian yang mengacu pada data-data yang 

digunakan, hasil estimasi regresi data panel serta uji-uji pelengkapnya, interpretasi 

hasil penelitian secara statistik, dan interpretasi ekonomi 

BAB V: PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian, saran atau rekomendasi kebijakan 

bagi stakeholder, dan keterbatasan penelitian. Di akhir penelitian ini ditampilkan 

daftar pustaka atau referensi penelitian dan lampiran hasil pengolahan data 

menggunakan software Eviews. 


